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ABSTRACT
Improving the quality of education becomes imperative in the world of education, one 
of the components is to conduct an evaluation. Educational evaluation is one of the 
main components that can not be separated from educational plans. Information about 
the level of educational success will be seen if the evaluation tools used are appropriate 
and can measure each goal. Evaluation tool organized by the government today is the 
national exam (UN). Currently the UN raises a lot of polemic for the community and 
education practitioners because the purpose of UN implementation is even resulted 
in a considerable impact for the existence of students, teachers, and schools. The 
existence of a form of nonconformity or imbalance between
National Examination may continue but do not use it as a determinant of graduation, 
because the graduation determinants are the main cause of non-compliance because the 
value obtained is not eligible. UN policy as a determinant of graduation and indicators 
of success of educational institutions should be reviewed because the UN has more 
problems than the benefits that even cause much damage in education. UN weaken the 
morale and motivation of students to learn because there are many forms of violations 
and fraud. Do not let the UN change the school curriculum to be only test-oriented 
with the aim to pass.
Keywords: National Exam, learning motivation, morality, and teacher existence.
ABSTRAK
Peningkatan kualitas pendidikan menjadi keharusan dalam dunia pendidikan, 
salah satu komponen tersebut adalah dengan mengadakan evaluasi. Evaluasi 
pendidikan merupakan salah satu komponen utama yang tidak dapat dipisahkan dari 
rencana pendidikan. Informasi tentang tingkat keberhasilan pendidikan akan dapat 
dilihat apabila alat evaluasi yang digunakan sesuai dan dapat mengukur setiap tujuan. 
Alat ukur evaluasi yang diselenggarakan oleh pemerintah saat ini adalah dengan ujian 
nasional (UN). Dewasa ini UN menimbulkan banyak polemik bagi masyarakat dan 
praktisi pendidikan karena tujuan pelaksanaan UN tersebut malah mengakibatkan 
dampak yang cukup besar bagi eksistensi siswa, guru, dan sekolah. Adanya suatu bentuk 
ketidaksesuaian atau ketidakseimbangan antara. Ujian Nasional boleh berjalan terus 
tetapi jangan jadikan sebagai alat penentu kelulusan, karena praktik penentu kelulusan 
yang menjadi penyebab utama ketidaklulusan karena nilai yang diperoleh tidak 
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PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan salah satu 
sektor penting dalam pembangunan 
di setiap negara. Menurut Undang-
Undang No. 20 Tahun 2003 pendidikan 
merupakan usaha sadar dan terencana 
untuk mengembangkan segala potensi 
yang dimiliki peserta didik melalui proses 
pembelajaran. Pendidikan bertujuan 
untuk mengembangkan potensi anak agar 
memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 
pengendalian diri, berkepribadian, 
memiliki kecerdasan, berakhlak mulia, 
serta memiliki keterampilan yang 
diperlukan sebagai anggota masyarakat 
dan warga negara. Untuk mencapai tujuan 
pendidikan yang mulia ini disusunlah 
kurikulum yang merupakan seperangkat 
rencana dan pengaturan mengenai 
tujuan, isi, dan bahan dan metode 
pembelajaran. Kurikulum digunakan 
sebagai pedoman dalam penyelenggaraan 
kegiatan pembelajaran untuk mencapai 
tujuan pendidikan yang telah ditentukan. 
Untuk melihat tingkat pencapaian tujuan 
pendidikan, diperlukan suatu bentuk 
evaluasi. 
Dengan demikian evaluasi pendidikan 
merupakan salah satu komponen utama 
yang tidak dapat dipisahkan dari rencana 
pendidikan. Namun perlu dicatat bahwa 
tidak semua bentuk evaluasi dapat 
dipakai untuk mengukur pencapaian 
tujuan pendidikan yang telah ditentukan. 
Informasi tentang tingkat keberhasilan 
pendidikan akan dapat dilihat apabila 
alat evaluasi yang digunakan sesuai dan 
dapat mengukur setiap tujuan. Alat ukur 
yang tidak relevan dapat mengakibatkan 
hasil pengukuran tidak tepat bahkan salah 
sama sekali. Alat ukur evaluasi yang 
diselenggarakan oleh pemerintah saat 
ini adalah dengan ujian nasional (UN). 
Dewasa ini UN menimbulkan banyak 
polemik bagi masyarakat dan praktisi 
pendidikan karena tujuan pelaksanaan UN 
tersebut malah mengakibatkan dampak 
yang cukup besar bagi eksistensi siswa, 
guru, dan sekolah. 
Ada yang pro dengan pelaksanaan 
UN dan lebih banyak lagi kontra. Secara 
tidak disadari perdebatan tersebut mampu 
berdampak terhadap aspek moral dan 
motivasi siswa serta eksistensi guru 
sebagai praktisi pendidikan. Bentuk-
bentuk permasalahan mengenai kebenaran 
UN untuk mengukur tingkat pencapaian 
pendidikan  yang telah ditetapkan dan 
dampaknya terhadap motivasi belajar dan 
moral siswa serta eksistensi guru. Hal ini 
diperlukan karena pro-kontra pelaksanaan 
UN telah berdampak besar terhadap 
kehidupan siswa dan masyarakat. Apalagi 
memenuhi syarat. Kebijakan UN sebagai penentu kelulusan dan indikator keberhasilan 
institusi pendidikan harus dikaji kembali karena UN lebih banyak mudharat ketimbang 
manfaat yang bahkan menimbulkan banyak kerusakan dalam pendidikan. UN 
melemahkan moral dan motivasi siswa untuk belajar karena banyak ditemukan bentuk-
bentuk pelanggaran dan kecurangan. Jangan sampai juga UN merubah kurikulum 
sekolah menjadi hanya berorientasi pada tes dengan tujuan untuk lulus.
Kata Kunci : Ujian Nasional, motivasi belajar, moral, dan eksistensi guru.
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sudah secara jelas dapat kita ketahui 
bahwa pelaksanaan UN berdasarkan 
keputusan MA (Mahkamah Agung) 
telah dilarang, dan bahkan kasasi yang 
diajukan pemerintah sebagai pelaksana 
UN juga sudah ditolak pada hari rabu 
(25/11/2009). Dengan begitu legitimasi 
tentang pelaksanaan UN dipertanyakan 
oleh banyak kalangan. 
Paparan di atas merupakan ringkasan 
masalah yang akan menjadi kajian dalam 
tulisan ini. Argumentasi pokok  bahwa 
alat ukur  evaluasi dan pengembangan 
kurikulum harus diberlakukan secara 
bersama untuk memberikan dukungan 
dan pengembangan  maksimal dalam 
keseluruhan sistem alat ukur evaluasi 
ujian Nasional yang berdampak terhadap 
motivasi dan moral siswa serta eksistensi 
guru.
PEMBAHASAN
Pendidikan Indonesia dan Ujian 
Nasional
Pendidikan merupakan kebutuhan 
umat manusia. Sebab pendidikan bisa 
membentuk manusia yang berbudi 
pekerti yang luhur dan moral yang baik. 
Sebagaimana yang kita ketahui, tujuan 
dari pendidikan adalah mencerdaskan 
kehidupan bangsa dan mengembangkan 
manusia Indonesia agar beriman dan 
bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha 
Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki 
pengetahuan dan keterampilan, sehat 
jasmani dan rohani, berkepribadian yang 
mantap, mandiri, jujur, serta memiliki rasa 
tanggung jawab. Itu sebabnya, pendidikan 
harus mampu mempersiapkan warga 
Indonesia agar bisa berperan aktif dalam 
seluruh lapangan kehidupan, terampil, 
jujur, berdisiplin, bermoral, dan toleran. 
Karena itu, pendidikan harus diarahkan 
pada peningkatan kualitas kemampuan 
intelektual dan profesional serta sikap, 
kepribadian dan moral manusia Indonesia 
umumnya.
Kualitas pendidikan di Indonesia 
sangat memprihatinkan. Ini dibuktikan 
antara lain dengan data UNESCO (2000) 
tentang peringkat Indeks Pengembangan 
Manusia (Human Development Index), 
yaitu komposisi dari peringkat pencapaian 
pendidikan, kesehatan, dan penghasilan 
per kepala yang menunjukkan, bahwa 
indeks pengembangan manusia Indonesia 
makin menurun. Di antara 174 negara di 
dunia, Indonesia menempati urutan ke-
102 (1996), ke-99 (1997), ke-105 (1998), 
dan ke-109 (1999) (www.menkokesra.
go.id).
  Menurut survei Political and 
Economic Risk Consultant (PERC), 
kualitas pendidikan di Indonesia berada 
pada urutan ke-12 dari 12 negara di 
Asia. Posisi Indonesia berada di bawah 
Vietnam. Data yang dilaporkan The 
World Economic Forum Swedia (2000), 
Indonesia memiliki daya saing yang 
rendah, yaitu hanya menduduki urutan ke-
37 dari 57 negara yang disurvei di dunia. 
Dan masih menurut survei dari lembaga 
yang sama Indonesia hanya berpredikat 
sebagai follower bukan sebagai pemimpin 
teknologi dari 53 negara di dunia. 
Kualitas pendidikan Indonesia yang 
rendah itu juga ditunjukkan data 
Balitbang (2003) bahwa dari 146.052 
SD di Indonesia ternyata hanya delapan 
sekolah saja yang mendapat pengakuan 
dunia dalam kategori The Primary Years 
Program (PYP). Dari 20.918 SMP di 
Indonesia ternyata juga hanya delapan 
sekolah yang mendapat pengakuan dunia 
dalam kategori The Middle Years Program 
(MYP) dan dari 8.036 SMA ternyata 
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hanya tujuh sekolah saja yang mendapat 
pengakuan dunia dalam kategori The 
Diploma Program (DP).
Di balik itu, Pemerintah telah 
mengambil kebijakan untuk menerapkan 
UN sebagai salah satu bentuk evaluasi 
pendidikan. Menurut Keputusan Menteri 
Pendidikan Nasional No. 153/U/2003 
tentang Ujian Akhir Nasional Tahun 
Pelajaran 2016/2017 disebutkan bahwa 
tujuan UAN adalah untuk mengukur 
pencapaian hasil belajar peserta didik 
melalui pemberian tes pada siswa 
sekolah lanjutan tingkat pertama dan 
sekolah lanjutan tingkat atas. Selain itu 
UAN bertujuan untuk mengukur mutu 
pendidikan dan mempertanggungjawabkan 
penyelenggaraan pendidikan di tingkat 
nasional, provinsi, kabupaten, sampai 
tingkat sekolah. 
UN berfungsi sebagai alat 
pengendali mutu pendidikan secara 
nasional, pendorong peningkatan mutu 
pendidikan secara nasional, bahan dalam 
menentukan kelulusan peserta didik, dan 
sebagai bahan pertimbangan dalam seleksi 
penerimaan pada jenjang pendidikan yang 
lebih tinggi. UN merupakan salah satu 
bentuk evaluasi belajar pada akhir tahun 
pelajaran yang diterapkn pada beberapa 
mata pelajaran yang dianggap “sangat 
penting”, walaupun masih ada perdebatan 
tentang mengapa mata pelajaran itu yang 
penting dan apakah itu berarti yang lain 
tidak penting. 
Pertanyaan yang muncul adalah 
apakah sistem evaluasi dalam bentuk UN 
dapat menjawab semua informasi yang 
diperlukan dalam pencapaian tujuan? 
Apakah UN dapat memberikan informasi 
tentang keimanan dan ketakwaan peserta 
didik terhadap Tuhan Yang Maha Esa? 
Apakah UN dapat menjawab tingkat 
kreativitas dan kemandirian peserta 
didik? Apakah UN dapat menjawab 
sikap demokratis anak? Dapatkah UN 
memberikan semua informasi tentang 
tingkat ketercapaian tujuan pendidikan 
yang telah ditetapkan tersebut? 
Evaluasi seharusnya dapat 
memberikan gambaran tentang 
pencapaian tujuan sebagaimana yang 
tertuang dalam Undang-Undang No. 20 
tahun 2003. Evaluasi seharusnya mampu 
memberikan informasi tentang sejauh 
mana kesehatan peserta didik. Evaluasi 
harus mampu memberikan tiga informasi 
penting yaitu penempatan, mastery, dan 
diagnosis. Penempatan berkaitan dengan 
pada level belajar yang mana seorang 
anak dapat ditempatkan sehingga dapat 
menantang tetapi tidak frustasi? Mastery 
berkaitan dengan apakah anak sudah 
memiliki pengetahuan dan kemampuan 
yang cukup untuk menuju ke tingkat 
berikutnya? Diagnosis berkaitan dengan 
pada bagian mana yang dirasa sulit oleh 
anak? (McNeil, 1977: 134-135). UN yang 
dilakukan hanya dengan tes akhir pada 
beberapa mata pelajaran tidak mungkin 
memberikan informasi menyeluruh tentang 
perkembangan peserta didik sebelum dan 
setelah mengikuti pendidikan.
Dampak Ujian Nasional Terhadap 
Motivasi Belajar dan Moral Siswa
Mahkamah Agung (MA) melarang 
ujian nasional (UN) begitu berita yang 
tersebar di media massa. Kasasi gugatan 
UN yang diajukan pemerintah, Rabu 
(25/11) ditolak MA (kabarindonesia.com). 
Dengan demikian adanya putusan MA 
mengenai UN menyebabkan legitimasi UN 
dipertanyakan.  Meski kemudian humas 
MA menegaskan bukan larangan tetapi UN 
dilaksanakan dengan mempertimbangkan 
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dampak psikologis di kalangan siswa. 
Namun putusan MA pada 2 November 
2009 yang justru  menguatkan putusan 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 
21 Mei 2007 dan Pengadilan Tinggi DKI 
Jakarya tanggal 6 Desember 2007 yang 
intinya menolak putusan pemerintah 
justru legitimasi UN kian dipertanyakan. 
Secara moral legitimasi UN telah runtuh. 
Seperti yang dilansir resmi oleh MA, 
lembaga tersebut memutuskan menolak 
kasasi perkara dengan nomor register 
2596 K/PDT/2008 yang diputuskan 
pada 14 September 2009 lalu. Perkara 
gugatan warga negara (citizen lawsuit) 
ini diajukan Kristiono cs (Espos, 26/11). 
Pemerintah dalam hal ini Depdiknas 
memang masih punya celah hukum dengan 
mengajukan peninjauan kembali  (PK) 
tetapi secara moral putusan MA mengenai 
UN menyebabkan legitimasi UN 
dipertanyakan. 
Keputusan MA ini mencerminkan 
masih adanya rasa keadilan yang 
berpihak kepada siswa. Ini mencerminkan 
pemahaman esensi evaluasi pendidikan 
yang utuh dari MA ketimbang Depdiknas 
yang merasa benar sendiri dengan 
tetap melanjutkan UN. Di pihak lain 
Depdiknas bersikukuh tetap menggelar 
UN. Depdiknas melalui Badan Nasional 
Standar Pendidikan (BNSP) pemerintah 
sudah siap menggelar UN. Bahkan 
Mendiknas berasalan UN 2010 legal 
karena berdasar pada Permendiknas No 
75/2009 tentang UN tingkat SMA dan 
SMP serta Permendiknas No 74 tentang 
UASBN. Polemik UN sebenarnya berawal 
ketika hasil UN dijadikan alat penentu 
kelulusan. Padahal hasil UN bukanlah 
indkator mutu pendidikan. UN yang pada 
mulanya hanya dipergunakan memetakan 
mutu lulusan berubah menjadi penentu 
kelulusan. 
Tak mengherankan semua energi 
Depdikbud, orang tua dan siswa diarahkan 
sepenuhnya untuk UN. UN yang 
mengambil bentuk pilihan ganda hanya 
dapat menguji hafal fakta dan kemampuan 
berfikir konvergen. Sementara beragam 
persoalan dalam kehidupan membutuhkan 
ragam kreativitas dan kemampuan berfikir 
divergen, kreativitas, keterampilan 
memecahkan dengan daya analisis masalah 
dan ketajaman mendesain (Anita Lie, 
dalam Utomo, 2008). Namun dualisme 
antara keputusan MA yang melarang UN 
dan Depdiknas yang menyatakan UN jalan 
terus telah menimbulkan ketidakpastian 
dan kebingungan di kalangan guru dan 
siswa. Betapa tidak ketidakpastian 
ini menyebabkan persiapan tidak lagi 
memadai dan UN diterima setengah hati 
oleh siswa dan guru. Jika sudah begini 
yang menjadi korban adalah siswa karena 
menjadi korban pendapat orang dewasa 
yang cenderung pro dan kontra. 
Sudah banyak diberitakan korban 
berjatuhan karena UN seperti stres siswa, 
bunuh diri, frustasi yang menggambarkan 
UN dilakukan dalam suasana kebatinan 
yang terpaksa dan tertekan. Anak-anak 
ditempatkan pada pihak yang tidak 
penting karena mereka dipandang tidak 
berhasil dalam dunia akademis. Anak-
anak yang tidak lulus UN tidak dapat 
dikategorikan memiliki status yang 
sama dengan anak-anak lain. UN juga 
telah diterjemahkan sebagai dunianya 
orang dewasa hanya mereka yang pintar 
dan memenuhi syarat saja yang dapat 
diakui secara akademis. Larangan MA 
menggelar UN dapat dipandang menjadi 
tonggak penting memperbaiki pendidikan. 
Dengan demikian perlu ada terobosan lain 
sebagai alternatif ketika kelak UN tidak 
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digelar lagi. Dalam pendidikan ragam 
dan model penilaian guru amat beragam 
dari satu sekolah ke sekolah yang lain. 
Model pengajaran yang berbeda tentu 
menuntut model evaluasi yang berbeda 
pula. Karena guru adalah unik maka tidak 
ada model evaluasi yang seragam. Guru 
karena aktivitas langsungnya kepada 
siswa memiliki banyak kesempatan 
melakukan penilaian mulai dari pekerjaan 
yang dikerjakan di rumah, pada saat 
ulangan, diskusi kelompok, praktek 
lapangan, pembuatan makalah, laporan 
maupun pada saat memaparkan tugas 
pribadi atau kelompok di depan kelas. 
Ketika UN justru mencemaskan siswa, 
model evaluasi langsung oleh guru 
langsung mendapat umpan balik.   Dalam 
pengalaman seputar seleksi penerimaan 
mahasiswa baru di AS memberikan 
gambaran aneka penilaian yang diberikan 
oleh guru memiliki kemampuan lebih besar 
dalam memprediksi prestasi akademis di 
perguruan tinggi dibandingkan dengan 
hasil-hasil test standar yang lain. 
Di Indonesia terdapat laporan 
beberapa perguruan tinggi mencatat 
prestasi akademis mahasiswa yang dijaring 
melalui penilaian terhadap prestasi 
selama mengikuti pembelajaran sekolah 
menengah ternyata lebih stabil ketimbang 
prestasi mahasiswa yang diterima melalui 
jalur-jalur lain (Elin Driana, 2009). 
Bahkan UN dapat dipandang tidak 
memiliki korelasi dengan meningkatnya 
kualitas pendidikan.  Celakanya UN hanya 
berdampak positif pada peningkatan 
kualitas pendidikan pada siswa yang 
berasal dari keluarga dengan status sosial 
yang lebih tinggi. Dengan demikian 
UN masih dapat dipergunakan sebagai 
alat pemetaan mutu bersifat nasional 
tetapi jangan sebagai penentu kelulusan. 
Evaluasi model UN yang searah dari 
Depdikbud kepada siswa dan membutakan 
umpan balik hanyalah pemborosan 
anggaran. Pemerintah seyogyanya tidak 
memaksakan diri menggelar UN.  Apalagi 
dengan adanya putusan MA UN menjadi 
cacat legitimasi dan moral. Sudah saatnya 
pemerintah memikirkan model evaluasi 
lain seraya membenahi infrastruktur 
pendidikan seperti kualitas guru, sarana 
prasarana, sekolah rusak agar disparitas 
yang menganga ini dapat dijembatani. 
Dengan demikian kesenjangan di berbagai 
daerah dapat dinilai dengan standar dan 
kompetensi daerah. Kecurangan yang 
marak selama pelaksanaan UN sebenarnya 
cukup menjadi alasan model evaluasi 
semacam ini tidak lagi relevan. 
Kecurangan sistematis dari guru, 
siswa sebenarnya cukup menjadi bukti 
bahwa di kalangan akar rumput UN telah 
menjelma menjadi dewa yang menakutkan 
sehingga berbagai cara diusahakan untuk 
meraihnya. Ketidakjujuran dalam UN 
juga menjadi potret telanjang betapa 
pendidikan budi pekerti, moralitas 
dan keagamaan tidak ada gunanya 
ketika berhadapan dengan pragmatisme 
pemerintah yang tetap memaksakan diri 
menggelar UN. Kecurangan sistematis ini 
juga dapat melemahkan motivasi belajar 
siswa karena walaupun mereka tidak 
belajar toh akan ada “tim sukses” yang 
akan memberikan jawaban kepada siswa 
agar dapat lulus UN. Hal itu dilakukan 
guru karena cenderung pemerintah atau 
masyarakat menilai kalau ada banyak 
siswa yang tidak lulus maka mereka 
dianggap tidak becus mendidik siswa. 
Kalau sudah begini siapa yang patut 
disalahkan? Kebijakan yang salah dan 
cara yang salah mensikapi pelaksanaan 
ujian nasional dengan melonggarkan 
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pengawasan, mengkondisikan anak untuk 
bekerja sama atau bahkan memberikan 
kunci jawaban tidak saja mencoreng 
pelaksanaan ujian itu sendiri. Lebih jauh 
jika kita kaitkan dengan tujuan pendidikan 
yang menekankan pada pembentukan 
moral dan peningkatan kemampuan peserta 
didik maka perilaku -perilaku kecurangan 
dalam pelaksanaan ujian nasional itu justru 
kontradiktif dengan tujuan pendidikan itu 
sendiri. Artinya bahwa jika kecurangan 
itu sengaja dilakukan maka secara ekstrim 
dapat dikatakan bahwa secara sengaja 
kita mengarahkan anak didik kita untuk 
memiliki moralitas yang bertentangan 
dengan tujuan pendidikan. Jikapun hasil 
ujian itu rata-rata nilai maupun kelulusan 
atau peringkatnya bagus ditingkat 
propinsi atau nasional itu adalah prestasi 
semu. Resikonya memang sudah dapat 
diprediksi, nilai rata-rata mungkin akan 
turun atau prosentase kelulusan akan 
menurun apalagi peringkat tentu tidak bisa 
dipertahankan. Namun demikian apalah 
artinya peringkat, dan angka-angka yang 
tinggi jika ternyata itu semua adalah semu 
bahkan meracuni anak dan melatih anak 
sejak dini untuk tidak jujur. Sekarang 
tantangan kita adalah ; beranikah kita 
semua melihat kenyataan ini?
Pragmatisme Guru
Pragmatisme-paradigmatik telah 
menjumpai tempat nyaman dalam 
masyarakat Indonesia. Hari-hari ini, 
pemikiran maupun aksian tindak kita 
semakin menjauhi nilai-nilai moralitas 
bahkan mengubur dalam-dalam nilai 
pedagogis. Tri Pusat Pendidikan, yang 
dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara 
(dalam Broto, 2009), menyebutkan bahwa 
wilayah pendidikan guna membangun 
konstruksi fisik, mental, dan spiritual 
yang handal dan tangguh dimulai dari; 
(i) lingkungan keluarga; (ii) lingkungan 
sekolah; dan (iii) lingkungan sosial. 
Ketika pendidikan di lingkungan keluarga 
mulai sedikit diabaikan dan dipercayakan 
penuh kepada lingkungan sekolah, serta 
lingkungan sosial yang makin kehilangan 
kesadaran bahwa lakuan aksi mereka 
pada dasarnya memberikan pengaruh 
yang besar pada pendidikan seorang 
individu. Maka lingkungan sekolah 
(guru) menjadi garda terakhir yang 
terengah-engah memanggul kepercayaan 
tersebut. Eksistensi guru, dengan 
segala kompleksitas kapasitas pribadi 
maupun lembaga pendidikan tempatnya 
mengabdi, kian jauh termarjinalkan 
dengan penentuan nilai yang pragmatis 
habis. Eksistensi guru ditentukan dengan 
keberhasilannya mendampingi siswa yang 
lulus Ujian Nasional (UN), mengingat 
tanggung jawab paedagogis yang ada di 
pundak guru, maka standar eksistensi 
yang pragmatis ini mensejajarkan guru 
dengan produk atau komoditas tertentu 
yang bisa di-make up, di-up grade, di-
install, bahkan didaur ulang. Serangan 
dehumanisasi eksistensi dan peran guru 
menguburkan pesonanya yang memiliki 
peran besar dalam mewujudkan tujuan 
Indonesia bersama yaitu mencerdaskan 
kehidupan bangsa.
Pragmatisme-paradigmatik makin 
menyesakkan guru ketika berhadapan 
dengan dua permasalahan krusial, yaitu 
perannya dalam wilayah pedagogis 
(afektif) dengan sains (kognitif dan 
motorik) yang berbenturan dengan 
social reality society. Hubungan nilai-
nilai pendidikan dengan sains terkait 
dengan value kehidupan manusia. Guru 
dituntut untuk mampu menjembatani dan 
mengeksplorasi materinya dengan aspek-
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aspek kehidupan sains serta kondisi social 
reality society. Guru sebagai pendidik 
berhadapan dengan tekanan kurikulum 
yang mengajak untuk mengubur 
bersama-sama kebebasan individu 
peserta didiknya dengan mengaburkan 
posisi materi ajar sebagai dogma, 
menggantikannya dengan tuntutan untuk 
mampu mengimplementasikan materi ajar 
itu sesuai kebutuhan dalam social reality 
society.
Pada masa lalu, kalangan terdidik 
(intelektual) membawa amanah menjadi 
agent of change namun hari ini, kalangan 
terdidik tak lebih sebagai objek dari 
perubahan dalam social reality society itu 
sendiri. Guru dijajah oleh kurikulum yang 
menuntut untuk mampu membimbing 
peserta didik agar menjadi individu 
yang usefull dalam masyarakat saat 
ini. Pengajaran-pengajaran keilmuan 
berbasis pragmatis menjadi primadona 
dan mengalahkan pendidikan moral serta 
spiritual. Tuntutan ini menunjukkan bahwa 
kurikulum juga melakukan dehumanisasi 
pada peserta didik, secara pragmatis, 
peserta didik dipandang sebagai produk 
yang cepat saji dan dapat dinikmati oleh 
publik. Padahal, guru memiliki tanggung 
jawab untuk membentuk masyarakat yang 
beradab, berakhlak mulia, serta memiliki 
karakter pribadi yang utuh (insan kamil). 
Pada episode inilah, guru mengalami 
kegamangan dalam terus menjalankan 
peran dan kewajibannya dalam lingkungan 
sekolah; menjadi pendidik, menjadi 
pengajar, ataukah menjadi pelatih.
Alternatif Solusi
Evaluasi harus mampu menjawab 
semua informasi tentang tingkat 
pencapaian tujuan yang telah ditentukan. 
Pendidikan yang diarahkan untuk 
melahirkan tenaga cerdas yang mampu 
bekerja dan tenaga kerja yang cerdas tidak 
dapat diukur hanya dengan tes belaka. 
Untuk itu evaluasi harus mampu menjawab 
kecerdasan peserta didik sekaligus 
kemampuannya dalam bekerja. Sistem 
evaluasi yang lebih banyak berbentuk 
tes obyektif akan membuat peserta didik 
mengejar kemampuan kognitif dan bahkan 
dapat dicapai dengan cara mengafal saja. 
Artinya anak yang lulus ujian dalam 
bentuk tes obyektif belum berarti bahwa 
anak tersebut cerdas apalagi terampil 
bekerja, karena cukup dengan menghafal 
walaupun tidak mengerti maka dia dapat 
mengerjakan tes. Sebagai konsekuensinya 
harus dikembangkan sistem evaluasi yang 
dapat menjawab semua kemampuan yang 
dipelajari dan diperoleh selama mengikuti 
pendidikan. Selain itu pendidikan harus 
mampu membedakan antara anak yang 
mengikuti pendidikan dengan anak yang 
tidak mengikuti pendidikan. 
Dengan kata lain evaluasi tidak bisa 
dilakukan hanya pada saat tertentu, tetapi 
harus dilakukan secara komperehensif 
atau menyeluruh dengan beragam 
bentuk dan dilakukan secara terus 
menerus dan berkelanjutan. Bisakah 
UN dipertahankan? Sebagaimana saya 
kemukakan sebelumnya bahwa UN banyak 
bertentangan bahkan dengan tujuannya 
sendiri, sehingga sulit dipertahankan. 
Seandainya Pemerintah tetap memilih 
untuk mempertahankan UN maka selama 
itu perdebatan dan ketidakadilan akan 
terjadi di dunia pendidikan karena 
memperlakukan tes yang sama kepada 
semua anak Indonesia yang kondisinya 
diakui berbeda-beda. Selain itu salah satu 
prinsip pendidikan adalah berpusat pada 
anak, artinya pendidikan harus mampu 
mengembangkan potensi yang dimiliki 
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anak. Seorang anak yang berpotensi 
untuk menjadi seorang seniman tidak bisa 
dipaksakan untuk menguasai matematika 
kalau dia sendiri tidak menyukainya dan 
berpikir tidak relevan dengan seni yang 
digelutinya. Memperlakukan semua anak 
dengan memberikan UN sama artinya 
menganggap semua anak berpotensi sama 
untuk menguasai mata pelajaran yang 
diujikan, padahal kenyataannya berbeda. 
Bagaimana evaluasi pendidikan yang 
sebaiknya dilakukan? Menurut pendapat 
saya, evaluasi sepenuhnya diserahkan 
kepada sekolah. Sistem penerimaan siswa 
pada jenjang berikutnya dilakukan dengan 
cara diberikan tes masuk oleh sekolah 
masing-masing. Dengan cara demikian, 
maka setiap sekolah akan menetapkan 
standar sendiri melalui tes masuk yang 
dipakai. Sekolah yang berkualitas akan 
memiliki tes masuk yang relevan, dan 
sekolah yang kurang bermutu akan 
ditinggalkan masyarakat. Selain itu sekolah 
yang menghasilkan lulusan yang tidak bisa 
menerobos ke sekolah berikutnya juga 
akan ditinggalkan masyarakat. Dengan 
demikian akan terjadi persaingan sehat 
antar sekolah dalam menghasilkan lulusan 
yang terbaik dalam arti dapat melanjutkan 
ke sekolah berikutnya. Sistem penerimaan 
dengan mengacu pada UN akan berakibat 
pada manipulasi data, bahkan membuka 
peluang terjadinya kecurangan. Pada 
umumnya sekolah berlomba-lomba untuk 
meluluskan siswa-siswanya dengan cara 
memberikan nilai kelulusan yang tinggi. 
Tetapi dengan adanya tes masuk pada 
sekolah berikutnya (kecuali masuk SLTP 
harus lanjut karena masih dalam cakupan 
wajib belajar), maka sekolah akan berlomba 
untuk membuat siswanya disamping lulus 
juga diterima di sekolah berikutnya. 
Sistem evaluasi yang diserahkan 
sepenuhnya ke sekolah bukan berarti tidak 
diperlukan pedoman atau petunjuk teknis. 
Pedoman untuk melakukan evaluasi tetap 
diperlukan dalam memberikan guidance 
bagi guru agar dalam melakukan evaluasi 
tetap mengacu kepada kaidah-kaidah 
evaluasi yang berlaku secara umum. Jika 
UN tetap dipertahankan maka tujuan 
dan pelaksanaannya harus dimodifikasi. 
Sebagai contoh bahwa UN bukan 
bertujuan untuk menentukan kelulusan 
siswa tetapi dipakai sebagai pengendalian 
mutu pendidikan. Artinya UN tidak 
perlu dikaitkan dengan kelulusan siswa, 
tetapi untuk mengetahui perkembangan 
pendidikan pada umumnya. Dengan 
tujuan ini maka standar nilai UN haruslah 
minimal 6 sebagaimana pada umumnya 
dan hanya berpengaruh pada kredibilitas 
sekolah. 
Sistem pelaporan hasil belajar dalam 
bentuk raport perlu direformasi dengan 
bentuk lain yang lebih komperehensif. 
Sebagai contoh apa arti seorang anak 
memperoleh nilai 8 pada mata pelajaran 
Bahasa Indonesia di raportnya? Apakah 
itu berarti anak tersebut menguasai 
pidato dengan baik, dapat menulis puisi, 
dan mampu berdebat? Informasi nilai 
yang ada diraport tidak dapat menjawab 
pertanyaan-pertanyaan tersebut. 
Sehingga nilai raport perlu dimodifikasi 
sehingga dapat memberikan informasi 
yang selengkap-lengkapnya tentang 
kemampuan yang telah dimiliki anak. 
Sebagai contoh, bahwa untuk laporan hasil 
belajar bahasa Indonesia perlu mencakup 
kemampuan tentang membaca, berbicara, 
mengemukakan pendapat, kemampuan 
menulis, membuat karangan, berpidato, 
sikap menghargai orang lain, dan 
sebagainya. Hal yang sama dikembangkan 
untuk mata pelajaran yang lain. Model 
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penilaian dengan menggunakan portfolio 
mungkin lebih baik daripada sistem raport 
yang digunakan saat ini
SIMPULAN
Ujian Nasional dilaksanakan 
sebagai wujud pelaksanaan standardisasi 
pendidikan. Ujian Nasional dimaksudkan 
untuk mengukur  standar  kompetensi. 
Objek yang terkait adalah  sekolah dan 
guru. Artinya, akibat dari hasil ujian 
nasional, sekolah dan guru yang pertama 
akan menuainya. Sekolah dan guru yang 
memiliki peserta didik berhasil baik ujian 
nasionalnya, dikategorikan memenuhi 
stándar. Sekolah yang demikian ini 
akan mudah mendapatkan suntikan dana 
untuk sarana pengembangan. Celakanya, 
sekolah yang tidak memenuhi standar 
sulit mendapatkan bantuan.  Acuan yang 
digunakan seperti inilah sebenarnya 
nyata-nyata melanggar  HAM. Betapa 
tidak! Sekolah di daerah pinggiran dan 
terlebih terpencil tak akan mampu berhasil 
baik seperti sekolah di perkotaan  , oleh 
karena sarana dan prasarana pendidikan 
yang jauh kurang memadai. Anehnya, 
soal ujian nasional tidak berbeda dengan 
sekolah yang sarana dan prasaranya cukup 
memadai. Ibarat mengadu seorang petinju 
kelas berat dengan petinju kelas terbang. 
Pelanggaran yang sengaja diciptakan.
Tidak mustahil , pro dan kontra 
adanya ujian nasional  pun tak terelakkan. 
Para pelaku ujian nasional, yakni siswa, 
orang tua siswa dan para guru yang 
merasa dilangkahi kewenangannya  tidak 
sedikit yang menyatakan tidak tertarik 
terhadap kebijakan ujian nasional. Secara 
alami , pro dan kontra tak pernah berhenti 
baik pada tataran bawah maupun pada 
level atas yakni MA dan Mendikbud. Di 
mata pendidik persoalan UN sebenarnya 
sangat sederhana. UN boleh berjalan terus 
tetapi jangan jadikan sebagai alat penentu 
kelulusan. Alasannya karena praktik 
penentu kelulusan yang menjadi penyebab 
utama ketidaklulusan karena nilai yang 
diperoleh tidak memenuhi syarat. Alasan 
penolakan UN yang terus menerus di 
berbagai pelosok Indonesia disebabkan 
persoalan keadilan. Apapun alasannya 
kebijakan UN sebagai penentu kelulusan 
dan indikator keberhasilan institusi 
pendidikan harus dikaji kembali karena 
UN lebih banyak mudharat ketimbang 
manfaat yang bahkan menimbulkan 
banyak kerusakan dalam pendidikan. 
Jangan sampai UN melemahkan moral dan 
motivasi siswa untuk belajar karena banyak 
ditemukan bentuk-bentuk pelanggaran 
dan kecurangan. Jangan sampai juga UN 
merubah kurikulum sekolah menjadi 
hanya berorientasi pada tes dengan tujuan 
untuk lulus. Dengan demikian UN justru 
hanya akan menguntungkan lembaga 
bimbingan belajar. 
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